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Bahwa pengaturan mengenai kedudukan dan kewenangan perangkat daerah terdapat di dalam 
peraturan perundang-undangan dan pengaturan pelaksanaanya yaitu UU No. 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah. merupakan substansi bagi daerah untuk melakukan penataan dan penyesuaian 
terhadap organisasi perangkat daerah. Kedudukan perangkat daerah sebagai unsur pembantu 
administratif yang terletak dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah secara 
hirarki. Selain itu, perangkat daerah juga mempunyai kewenangan sebagai mandat diberikan 
oleh Kepala Daerah dalam menjalankan tugas dan tata kerjanya. Jadi, kedudukan dan 
kewenangan perangkat daerah adalah organisasi/lembaga yang sebagai unsur pembantu 
administratif Kepala Daerah yang harus mempertimbangkan faktor-faktor tertentu dan sesuai 
dengan kebutuhan bagi masing-masing daerah. 
 
Keterkaitan organisasi perangkat daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan dasar di daerah 
adalah tanggung jawab perangkat daerah kepada kepala daerah dalam membantu 
menjalankan urusan pemerintahan khususnya pada pelayanan publik. Peningkatan pelayanan 
yang dilakukan oleh instansi pemerintah meliputi berbagai aspek yaitu dari sisi pola 
penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan serta 
segi keuangan. Sehingga pelayanan publik tersebut dapat diterima oleh warga negara atau 
masyarakat luas untuk tujuan mensejahterakan masyarakat. 
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